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INTISARI

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah.
pemasukan dalam perusahan dan perbuatan hukum lainnya kecuali lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berwenang menurut Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui penyebab
masyarakat melakukan jual beli tanah di bawah tangan, untuk mengetahui
dampak pendaftaran hak atas tanah melalui jual beli tanah di bawah tangan
ketika didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan untuk
mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam mengatasi
jual beli di bawah tangan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif,
agar dapat menggambarkan penyebab masyarakat melakukan jual beli tanah
di bawah tangan. Teknik yang digunakan adalah teknik menjaring informan
secara bertujuan artinya informasi mendalam yang dibutuhkan dapat
diperoleh dari responden yang tepat untuk diwawancarai. Jenis dan sumber
data yaitu data primer dan data sekunder serta analisisnya secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
wawancara mendalam dari masyarakat bahwa masyarakat melakukan jual
beli tanah di bawah tangan karena prosedurnya sederhana, cepat, belum
mengerti aturan dan biayanya murah serta alasan masyarakat tidak
melakukan jual beli dengan akta PPAT karena biaya mahal, waktu lama dan
prosedurnya berbelit-belit. Dilain pihak PPAT menolak membuat akta bagi
tanah-tanah yang belum bersetipikat alasanya karena kurangnya bukti bagi
tanah-tanah yang berasal dari milik adat. Kantor Pertanahan menerima dan
mendaftarkan permohonan yang alat buktinya barasal dari akta jual beli di
bawah tangan yang diajukan oleh masyarakat, hal ini berarti secara nyata
Kantor Pertanahan memperbolehkan jual beli tanah di bawah tangan, serta
kurangnya penyuluhan hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan bagi
masyarakat.Hasil kesimpulan bahwa mayarakat melakukan jual beli di bawah
tangan karena prosedurnya sederhana, cepat, biaya murah dan belum
mengerti aturan dan penolakan dari PPAT untuk membuat akta dan Kantor
Pertanahan menerima dan memproses pendaf taran serta perlu penyuluhan
secara berkala dari Kantor Pertanahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bercorak

agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai sumber

kehidupan rakyat dan mempunyai ruang lingkup yang luas, komplek

serta merupakan sumber daya sekaligus sebagai faktor produksi yang

utama baik bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia maupun bagi

pembangunan.

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan

yang sangat penting dalam kehidupan manusia dimana tanah tidak

dapat diperbaharui dan jumlahnya relatif tetap. Kebutuhan manusia

akan tanah semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya

pertambahan penduduk dan pembangunan yang memerlukan tanah.

Hal ini sering menimbulkan masalah di bidang pertanahan baik

masalah penguasaan maupun pemilikannya, sebagaimana

dikemukakan Salindeho (1994: 39) " Semakin banyak kebutuhan dan

permintaan akan tanah, semakin meninggi harganya. Ini adalah hukum

ekonomi. Tanah tidak bertambah sedangkan kebutuhan tanah

meningkat terus. Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan di

dalam masyarakat". Meningkatnya pembangunan berarti meningkat

pula kebutuhan akan tanah sehingga hampir setiap waktu terjadi



peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli maupun peralihan yang

lain.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, serta

kecenderungan munculnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan

kepemilikan dan transaksi-transaksi tanah di masyarakat, maka

diperlukan suatu perangkat hukum yang mampu memberikan jaminan

kepastian hukum baik kepada pemegang hak atas tanah maupun pihak

yang memerlukan tanah melalui transaksi jual beli tanah.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi

masyarakat, maka Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang

bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan

administrasi pertanahan, mengadakan kegiatan pendaftaran tanah baik

secara sistimatik maupun sporadik. UUPA pasal 19 ayat (1)

menetapkan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah. Ayat (2) menyatakan, pendaftaran tersebut dalam ayat (1)

pasal ini meliputi:

a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat;



Tindak lanjut dari pasal 19 UUPA tersebut, maka dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah, kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diganti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah,

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, untuk

menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

termasuk pemerintah dan untuk terselenggaranya tertib administrasi

pertanahan.

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu

pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan

secara sistimatik dan secara sporadik, melalui pengumpulan dan

pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan

sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis serta penyimpanan

daftar umum dan dokumen. Pemeliharaan data pendaftaran tanah

dilakukan melalui, pendaftaran peralihan dan pembebanan hak serta

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Peralihan hak atas tanah dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa peralihan hak

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melatui jual beli,



tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahan dan perbuatan

hukum lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan bahwa, dalam keadaan

tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor

Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak

milik yang dilakukan diantara perorangan Warga Negara Indonesia

yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang

menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya

dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.

Penjelasan yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) bahwa

pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) perlu diberikan dalam

keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah yang terpencil dan belum

ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) untuk memudahkan rakyat melakukan perbuatan hukum mengenai

tanah, sebagai perkecualian Kepala Kantor Pertanahan dapat

mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan

diantara perorangan warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan

akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor

Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk



mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Misalnya yang

dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak

yang melakukan perbuatan hukum pemindahan hak, yang dikuatkan

oleh Kepala Desa yang bersangkutan. (Boedi Harsono 2003 : 509)

Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang akan

dijadikan obyek perbuatan hukum baik yang sudah terdaftar maupun

belum terdaftar, dokumen-dokumen yang disampaikan sebagai yang

tersebut dalam pasal 103 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 yakni

ditambah surat permohonan untuk mendaftar hak atas tanah tersebut,

yang ditandatangani pihak yang mengalihkan, disertai dokumen-

dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran hak yang bersangkutan

untuk pertama kali (Boedi Harsono 2003 : 515).

Di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka banyak terjadi jual beli

tanah di bawah tangan atau jual beli tanpa menggunakan akta yang

dibuat oleh PPAT, walaupun Kecamatan Alok merupakan daerah

perkotaan dan tempat kedudukan seorang PPAT dan juga terdapat

seorang PPAT Sementara, namun Kantor Pertanahan melakukan

pendaftaran peralihan hak berdasarkan akta jual beli dibawah tangan

tersebut.



Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk

meneliti pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah

karena jual beli di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dengan judul :

"STUDI JUAL BELI TANAH Dl BAWAH TANGAN Dl KECAMATAN

ALOK KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR".

B. Perumusan Masalah

Pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan

khususnya pendaftaran peralihan hak akibat jual beli pada daerah-

daerah yang telah terdapat PPAT atau PPAT Sementara belum sesuai

dengan ketentuan peraturan perudangan-undangan yang berlaku. Hal

ini dapat dilihat dari masih ditemuinya jual beli tanah di bawah tangan

atau jual beli tanpa menggunakan akta PPAT pada daerah-daerah

yang telah terdapat PPAT maupun PPAT Sementara sebagai pejabat

yang berwenang untuk membuat akta jual beli tanah secara otentik.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat melakukan jual beli tanah di bawah tangan?

2. Apa dampak akta jual beli tanah di bawah tangan dalam

pelaksanaan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten

Sikka?



3. Apa upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam mengatasi

jual beli tanah di bawah tangan pada daerah-daerah yang telah

terdapat PPAT atau PPAT Sementara?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengamati proses jual beli tanah

di bawah tangan yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu mulai bulan Nopember 1997 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2005, untuk bidang-bidang tanah baik

yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.

D. Batasan Operasional

Agar terdapat persepsi yang sama dalam tulisan ini, maka perlu

diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Studi adalah suatu telaah atau kajian terhadap suatu hal atau

gejala tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 :860)

2. Jual beli tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas

tanah tertentu dari penjual kepada pembeli dan pada saat yang

sama pembeli membayar penuh kepada penjual harga yang telah

disetujui bersama. (Boedi Harsono 2003 : 29)

3. Jual beli tanah di bawah tangan adalah jual beli tanah yang tidak

dibuatkan akta oleh PPAT. (Effendi Perangin, 1986 : 28)



4. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. (Pasal 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)

5. PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat

akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. (Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)

6. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah

dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah

atau hak milik atas satuan rumah susun. (Pasal 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyebab masyarakat melakukan jual beli

tanah di bawah tangan.

b. Untuk mengetahui dampak pendaftaran peralihan hak atas

tanah yang didasarkan pada akta jual beli tanah di bawah

tangan



c. Untuk mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka

dalam mengatasi jual beli di bawah tangan pada daerah-daerah

yang telah terdapat PPAT maupun PPAT Sementara

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta saran

pemecahannya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka

Propinsi Nusa Tenggara Timur dan instansi terkait, dalam

menentukan kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan jual

beli tanah di bawah tangan.

b. Digunakan sebagai informasi dan studi perbandingan dalam

pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran tanah baik bagi

penulis maupun bagi para pembaca.



yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun

serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah

terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan satu sama lain,

berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada

tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.

Kegiatan pendaftaran tanah, sekali dimulai tidak akan ada

akhimya. Hal ini karena data yang sudah terkumpul dan tersedia

harus selalu dipelihara dalam arti disesuaikan dengan perubahan-

perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan

keadaan yang terakhir. (Boedi Harsono 2003 : 72-73)

Ketentuan pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah

agar menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin

kepastian hukum. Sebaliknya kepada masyarakat, khususnya para

pemegang hak atas tanah, UUPA mewajibkan untuk mendaftarkan

hak atas tanahnya sebagaimana desebutkan dalam ayat (1) pasal

23, 32 dan 38 UUPA yaitu bahwa hak milik, hak guna usaha dan

hak guna bangunan demikian juga setiap peralihan, pembebanan

dan hapusnya hak atas tanah harus didaftarkan menurut ketentuan

pasal 19 UUPA. Sebab tanpa adanya keharusan ini tidak akan

diperoleh data mutakhir mengenai hak atas tanah, yang berarti

kepastian hukum tidak akan tercapai, sehingga akan sia-sialah

11



I
I A. Kesimpulan

BAB VI
j;

PENUTUP I

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah

diuraikan pada BAB V dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan masyarakat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka masih

! melakukan jual beli tanah di bawah tangan adalah :
!
j a. Adanya kesederhanaan proses dalam jual beli tanah di bawah

j tangan, lebih mudah dan praktis serta waktu yang diperlukan
I

relatif cepat.

b. Kurangnya informasi tentang pentingnya akta PPAT dalam

transaksi jual beli tanah.

c. Biaya yang diperlukan dalam proses jual beli tanah di bawah

tangan murah

d. Adanya penolakan dari PPAT maupun Camat sebagai PPAT

Sementara terhadap transaksi jual beli atas tanah-tanah yang

belum terdaftar atau belum bersertipikat karena kurang

kuatnya alas hak yang dimiliki masyarakat atas tanah-tanah

yang dipunyai dengan milik adat dan administrasi pertanahan

pada tingkat kelurahan sebagai satuan wilayah tata usaha

pendaftaran tanah belum ada.
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e. Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka melakukan pendaftaran

bagi bidang-bidang tanah yang diproses pensertipikatannya

melalui jual beli di bawah tangan khususnya bagi tanah-tanah

yang belum terdaftar atau belum bersertipikat pada wilayah-

wilayah yang telah terdapat PPAT maupun camat sebagai

PPAT Sementara.

2. Dampak dari proses pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui

jual beli tanah di bawah tangan adalah bagi jual beli tanah yang

berasal dari tanah-tanah yang sudah memiliki sertipikat hak atas

tanah ketika diajukan permohonan pendaftaran peralihan haknya

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka diterima oleh petugas

loket apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
}

Sedangkan untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat yang f
i
t

diperoleh masyarakat melalui jual beli tanah di bawah tangan ketika I
i

|
dilakukan permohonan pendaftaran haknya pada Kantor |

[
Pertanahan Kabupaten Sikka, diterima dan dilakukan proses I

l
i

pendaftaran hak atas tanah-tanah tersebut dengan pengakuan hak. j

3. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam mengatasi jual f

beli tanah di bawah tangan belum dilakukan secara intensif atau {

l
sangat jarang. Dari kesimpulan ini maka anggapan dasar ketiga j

terbukti yaitu penyuluhan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka j
j

belum maksimal. I
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B. Saran

1. PPAT dalam pelayanannya bagi masyarakat harus memberikan

arahan mengenai pentingnya jual beli tanah dengan menggunakan

akta PPAT, hal ini guna mengurangi konflik sosial yang terjadi di

masyarakat menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang berasal

dari tanah adat.

2. Perlu dibangun suatu sistem administrasi pertanahan pada satuan

wilayah tata usaha pendaftaran tanah yaitu pada tingkat

kelurahan/desa sehingga dalam pelayanan Kantor Pertanahan

Kabupaten Sikka yang berhubungan dengan pihak lain/instansi lain

seperti PPAT, tidak menimbulkan keraguan dalam mengeluarkan

suatu produk hukum yang berkaitan dengan tanah sebagai obyek

pelayanan pertanahan.

3. Kantor Pertanahan perlu memberikan penyuluhan yang intensif

kepada masyarakat tentang hukum pertanahan dalam hal ini

pentingnya prosedur jual beli tanah serta pentingnya akta PPAT

dalam transaksi jual beli tanah karena fungsi akta PPAT selain

sebagai bukti terjadi jual beli tanah juga untuk tertib administrasi

pertanahan.

4. Perlu dibangun atau mengoptimalkan Pokmas Dartibnah yang ada

pada masyarakat agar masyarakat yang belum sadar akan hukum

pertanahan terbantu lewat Pokmas Dartibnah yang dibentuk .
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